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PENUTUP 
1. KesimpuJan 
Dan pembahasan masalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya.,. maka 
dapat diambjI kesimpulan sebagai berikut : 
a. 	 Keberadaan Jamsostek seba1:,J(l1 salah satu bentuk Asuransi Sosial masih 
dibutuhkan oleh pekerja, karena dengan jaminan sosjaJ tersebut dapat 
melindungi keselamatan dan keseik'ltan pekerja beserta anggota ketuarga 
dari resiko yang tjdak diinginkan dan menurut pengaturan Hukwn 
Asuranst di Indonesia tidak semua perjargian asuransi atau pertanggungan 
ditutup dengan adanya suatu akta tertulis atau Polis. Khusus Jamsostek 
tidak perlu setiap pekerja mendapatkan Polis melainkan terbagi dalam 
'.beberapa kelompok besar dan bisa dibuk1:ikan dengan fonnulir Jamsostek 
1a yang hensl pendaftarall pekerja untuk menjadi peserta Jamsostek. Hal 
iill dipertegas dengan ketentuan Pa.<;aI 258 KUHD. Dan Jamsostek sendiri 
masuk dalam kategori·· Asuransi Campuran karena. merupakan gahungan 
antara Asuransi Kerugian maupun Asuransi Ji\va yang dibuktikan dengan 
adanya jaminan sosia 1 dan santunan kematian yang dibayarkan kepada 
pihak T ertanggung (pekerja) jika terjadi peristi\\'3 tidak pasti. 
b. 	 Jika pekerja mengalami kerugian terhadap peristiwa tidak pasti maka 
pekerja tersebut herhak memperoleh pembayaran ganti rugi (Jdaim) dari 
Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. 
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Sedangkan upaya hukwn yang bisa diJakukan pekelja seJaku pihak 
Tertanggung yang berkepentingan terhadap penyimpangan pelaksanaan 
Jamsostek adaJab membawa kasus tersebut ke PengadlJan setempat dengan 
datil perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun 
meJaJui sistem aJternatifpenyeJesaian sengketa (ADR) yang Jebih hemat. 
2. 	 Saran 
a. 	 Bahwa dengan telah dikeluarkannya berbagai peratunm baik peratur.m 
penmdang-undangan oIeh Pemerintah atau Departemen Tenaga KeIja dan 
adanya berbagai kebijaksanaan dari Badan Penyelenggara Jamsostek, 
maka semua peraturan itu barns diikuti dengan impIementasi yang benar­
benar terarah dan tegas. 
b. 	 lmplementasi secara tegas berarti pemeTtuhan ganti rugi (klaim) yang 
berkaitan dengan Jaminan SosiaI yang diberikan daIam hal kecelakaan 
kelja hendaklah diseJaraskan dengan kepastian hukum sehingga haJ 
tersebut akan mengurangi teljadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan 
Jamsostek. Hal ini ~isa diJakukan melaJui penerapan sanksi yang lebih 
tegas dan diperberat lagi jika masih saja teljadi penyimpangan­
penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Jadi meski sekecil 
apapun penyimpangan tersebut hams dikenakan sanksi hukum. 
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